PENETAPAN PENERIMA DANA OPERASIONAL KEAMANA
BALAI KELUARGA BERENCANA

Menimbang :

Mengingat

WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 7102 TAHUN 2024

TENTANG
N DAN PRAMUSAJI

KECAMATAN KOTA BANJARMASIN TAHUN
2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan
Pengolahan  Data Pencatatan dan  Pelaporan
Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga
Berencana di Kota Banjarmasin perlu ditetapkan
petugas Operasional Keamanan dan Pramusaji Balai
Keluarga Berencana Kecamatan di Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali
Kota tentang Penetapan Penerima Dana Operasional

Keamanan Dan Pramusaji Balai Keluarga Berencana

Kecamatan Kota Banjarmasin Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentapg Rerpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Iijldgnesm Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
: ;5 9ang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
5 Republik Indonesia Nomor 1820); ¢
. I};J;cli)ang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
e en 'aharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Lr:: onesia Tahun 2004 Nomor 5 o
Selrjr;bal.*ax} Negara Republik Indonesia ,Nomor 4355)
denggilmana; telajl} diubah beberapa kali terakhir
ndang-Undang Nomor 7

. ndar Tahun 20

[E:Itnagg Harmonisasi Peraturan Perpajakzzi
aran Negara Republik Indonesia T

Nomor 246, Tambah . ahun 2021
Indonesia Nomor 6’73’»&‘?)1;‘1 Lembaran Negara Republik

Tambahan



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawgb
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerin.tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
:}f:;b‘;fj ?nn Negmiih Republik Indonesia Nomor 5587)
gaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
szézg_genetapm Peraturan Pemerintah Pengganti
lang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang "u,e b g LP
Republik - mbaran Negara
P Indonesia Tahun 202
Tambahan Lembaran Ne 3 .NOmor 41,
Nomor 6856); gara Republik Indonesia

Undang-Undan ‘

g Nomor 1 Tah

Hub un 2022

Po ungan Keuangan Antara Pemerintah tentang
merintahan Daerah Pusat dan

Indonesia Tahun 20 (Lembaran Negara Republik

Lembaran Republik Ind 22 Nomor 4, Tambahan

Undang'Undang Nomoznegia Nomor 6757);

~ Tahun 2023 tentang

Republik

NOmor 6856);

P
eraturan Pemerintah N omor

anaan
Republik I elanja Negar a Angga_ran
Tambahan ndonesia Tahun zongmKir;n Negara
or 103



45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6267);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Pengawasan

tentang Pembinaan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 7::'5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);
11. Peraturan Pem
tentang Pengelol
Negara Republik
Tambahan Lemb

Nomor 6322);
am Negeri Nomor 80 Tahun

12. Peraturan Menteri Dal
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
blik Indonesia Tahun 2015

(Berita Negara Repu
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan
:{Belu_?rgaN Berencana Nasional Tahun 2020-2024

erita Negara Republik i
Nomor 466?; P Indonesia Tahun 2020

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Beri
rit :
Tahun 2020 Nomm! 178?);Negara Republik Indonesia

15.
Peraturan Badan Kependudukan dan

erintah Nomor 12 Tahun 2019
aan Keuangan Daerah (Lembaran
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
aran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Penerima Dana Operasional Keamanan Dan Pramusaji

Balai Keluarga Berencana Kecamatan Di Kota

Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Penerima Dana Operasional Keamanan Dan Pramusaji

Balai Keluarga Berencana Kecamatan Di Kota

Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:

a. melakukan pemantauan, pengawasan dan
pemeriksaan untuk memastikan keamanan dan
mencegah kerugian atau kerusakan yang disengaja;
dan

b. membantu pelaksanaan kegiatan Bangga Kencana
yang dilaksanakan pada Balai Penyuluhan Keluarga
Berencana Kecamatan;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin

Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Pelaksanaan

Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai

Kearifan Budaya Lokal pada Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota Banjarmasin.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 02

Januari 2024.



KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 3 Jajueri 2024

WALI KOTA BANJARMASIN
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;%BSEEI‘RI?SI:‘AN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 102 TAHUN 2024

TANG
"ll;]‘zf'.:ll:lETAPAN PENERIMA Dgl:\;
OPERASIONAL KEAMANAN TABEA
PRAMUSAJI BALAI KE o
BERENCANA KECAMATAN

BANJARMASIN TAHUN 2024

RASIONAL KEAMANAN DAN
AR NAMA PENERIMA DANA OPE
DP;F;PMUSAJ I BALAI KELUARGA BERENCANA KECAMATAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024.
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